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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan Undang - Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pada tindak 

pidana illegal fishing sudah dilakukan sesuai prosedur. Dari pihak Dit Pol 

Air setiap minggu melakukan operasi diperairan Provinsi Gorontalo dan 

setiap kapal yang melakukan tindak pidana illegal fishing ditindaki sesuai 

dengan Undang-Undang perikanan. Dan pada tahun 2014 penanganan 

kasus tindak pidana illegal fishing diserahkan ke Dinas Kelautan dan 

Perikanan untuk dilakukan pembinaan mengenai masalah-masalah 

perikanan terutama mengenai Undang - Undang nomor 45 tahun 2009 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang 

perikanan agar mereka paham tentang aturan-aturan yang ada di 

perikanan. 

2. Faktor yang menghambat di Direktorak Kepolisian Perairan Polda 

Gorontalo antara lain: 

a. Kuranya personil 

Kurangnya personil Direktorat Perairan Polda Gorontalo terutama 

pada jabatan PA baik sebagai Penyedik, Komandan, Kapal maupun Staf, 

sehingga berpengarug dalam kegiatan operasional. 
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b. Faktor pengetahuan 

Masih ada masyarakat diwilayah pesisir yang belum paham akan aturan 

dalam melakukan penagkapan ikan dilaut, sehingga banyak kapal 

penagkapan ikan yang belum didukung oleh dokumen seperti SIUP, SIPI, 

dan SIKPI. 

c. Tidak adanya peradilan Perikanan di Gorontalo. 

Peradilan perikanan di Gorontalo sangat berpengaruh pada faktor 

penghambat pada tindak pidana illegal fishing, karena tidak adanya 

peradilan perikanan proses penyelesaian kasus illegal fishing sangat 

lambat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa 

hal sebagi berikut: 

1. Bagi Direktorat Kepolisian Perairan Polda Gorontalo sebaiknya sering 

dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham 

akan aturan di bidang perikanan. 

2. Perlu penambahan personil-personil polisi perairan terutama pada jabatan 

PA baik sebagai penyidik, komandan kapal maupun staf, sehingga dalam 

melaksanakan tugas bisa lebih baik dan efisien. 
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